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Tujuan Pembelajaran

Memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi dan 

mendiskusikan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan 

dengan Swakelola dengan masukan informasi dari Standar 

Harga Regional

Umum01

Kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan 

dengan Cara Swakelola, khususnya Swakelola Tipe I (make or 

buy)

Swakelola Tipe I02

Aspek berkontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Swakelola 

Tipe I

Kontrak Swakelola03

Detil dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang 

Standar Harga Regional (Perpres 33/2020) sebagai sumber 

Informasi estimasi Perencanaan Swakelola

Standar Harga Regional04



https://bit.ly/PRETESTSWAKELOLA

Quiz Swakelola



Strategic make or buy 

decisions will involve the 

overall organisational 

strategy. Operational 

make or buy decisions 

will be based on the 

capacity and capability 

of the buying 

organisation, relative to, 

the analysis by the 

procurement department 

of the potential 

suppliers.”

Make or Buy?
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan dengan cara 

Swakelola; dan/atau Penyedia (Pasal 3 ayat (3))

Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

yang selanjutnya

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan 

Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Pasal 1 angka 17 Perpres 16/2018 Penyelenggara Swakelola adalah Tim 

yang

menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

Pasal 1 angka 23 Perpres 16/2018 Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Swakelola yang

selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang 

dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi kemasyarakatan, 

atau kelompok masyarakat

Pasal 1 angka 28 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa 

berdasarkan kontrak.

Excellence in Public Sector Procurement by 

Stuart Emmett,  Paul Wright



CARA PENGADAAN

Perencanan Pengadaan 

Barang/Jasa melalui 

Swakelola Pasal 17 ayat (1) PerLKPP 7/2018

Kriteria

Pasal 14 ayat (1) PerLKPP 

7/2018dituangkan dalam 

dokumen penetapan

Pasal 14 ayat (2) penetapan 

berupa : barang, pekerjaan 

konstruksi, jasa konsultansi, 

dan/atau jasa lainnya.

Identifikasi Kebutuhan

Pasal 3 ayat (2) Perpres 

16/2018 dan 

Pasal 16 PerLKPP 7/2018

Swakelola dan/atau 

Penyedia

Cara Pengadaan

Pasal 18 ayat (1) Perpres 

PBJP

• Identifikasi Kebutuhan

• Penetapan

• Cara

• Jadwal

• anggaran

Strategic Decision

Tujuan Organisasi

Mission

Cara

Make or

Buy

Pasal 3 ayat (1) Perpres 16/2018

Pengadaan Barang/Jasa meliputi 

Barang, Pekerjaan Konstruksi, 

Jasa Konsultansi, dan Jasa 

Lainnya dilaksanakan dengan 

Cara Swakelola dan/atau 

Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan secara 

terintegrasi. 

Overall organisastion 

Strategy, based on the 

capacity of the 

organization



Barang/Jasa Kriteria Cara Swakelola
Peraturan LKPP Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Interest

Dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau 

sifatnya tidak diminati oleh Penyedia;

Creative

barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha 

ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri 

untuk kegiatan pengadaan festival, 

parade seni/budaya;

Data Processing

sensus, survei, pemrosesan/pengolahan 

data, perumusan kebijakan publik, 

pengujian laboratorium dan 

pengembangan sistem, aplikasi, tata 

kelola, atau standar mutu tertentu; 

Community Development

barang/jasa yang dihasilkan oleh 

Organisasi kemasyarakatan, kelompok 

masyarakat, atau barang/jasa yang 

pelaksanaan pengadaannya memerlukan 

partisipasi masyarakat. 

Tipe I : Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran

Tipe II : Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

Tipe III : yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah Penanggung jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi 

Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; dan

Tipe IV :Swakelola yang dirrencanakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan 

dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola

Prototyping

barang/jasa yang masih dalam 

pengembangan sehingga belum dapat 

disediakan atau diminati oleh penyedia;

HR Development

Penyelenggaraan pendidikan dan/atau 

pelatihan, kursus, penataran, seminar, 

lokakarya atau penyuluhan;



✓ Kontrak Swakelola Tipe I

✓ Berbentuk Keputusan

✓ Singkat : Sasaran, Pelaksana, 
Rencana Kegiatan, Jadwal, 
dan RAB

✓ Spesifikasi Teknis/KAK

✓ Keputusan Penyelenggara 
ditetapkan PA/KPA

✓ Tim Pelaksana melaporkan 
berkala pada PPK

✓ Terdapat Pertanggungjawaban 
dan Serah Terima

✓ Terdapat Kegiatan 
Pengawasan

✓ Kontrak Swakelola

✓ Umum terdapat pada selain 
Tipe I

✓ Berbeda Kontrak Penyedia

✓ Perjanjian Kerja Sama (kontrak 
Swakelola selain tipe I)

✓ Didahului MoU (selain Tipe I)

✓ Meniadakan akibat hukum

✓ Lebih lanjut dapat dibaca di :
https://bit.ly/KONTRAKSWAKELOLA

✓ Berdasarkan sepemahaman

KONTRAK

S WA K E L O L A

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara 

PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau 

pelaksana Swakelola.
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Keputusan PA Penyelenggara Swakelola Tipe I

Penetapan 

Penyelenggara 

Swakelola oleh 

PA/KPA untuk Tipe I

(Pasal 4 ayat (5) 

huruf a PerLKPP 

8/2018)

Penetapan 

Sasaran 

pekerjaan Swalelola 

ditetapkan oleh 

PA/KPA

(Pasal 7 ayat (2)  

PerLKPP 8/2018)



You can Resize without 

losing quality

You can Change Fill 

Color &

Line Color
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Persiapan Pengadaan Swakelola Tipe I

Penetapan 

Penyelenggara 

Swakelola oleh 

PA/KPA untuk Tipe I

(Pasal 4 ayat (5) 

huruf a PerLKPP 

8/2018)

Rencana Kegiatan, 

Jadwal Pelaksanaan, dan 

RAB 

Ditetapkan oleh PPK 

dengan memperhitungkan 

tenaga 

ahli/peralatan/bahan 

tertentu yang dilaksanakan 

dengan kontrak terpisah
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You can Resize without 

losing quality

You can Change Fill 

Color &

Line Color
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Persiapan PBJ Penyelenggara Swakelola Tipe I

Penetapan 

Penyelenggara 

Swakelola oleh 

PA/KPA untuk Tipe I

(Pasal 4 ayat (5) 

huruf a PerLKPP 

8/2018)

Rencana Kegiatan, 

Jadwal Pelaksanaan, dan 

RAB 

Ditetapkan oleh PPK 

dengan memperhitungkan 

tenaga 

ahli/peralatan/bahan 

tertentu yang dilaksanakan 

dengan kontrak terpisah



STATEMENT OUTPUT



Pelaporan Kemajuan Tim Pelaksana

Pasal 15 ayat (1) PerLKPP 8/2018, Tim 

Pelaksana melaporkan kemajuan 

pelaksanaan Swakeloladan Penggunaan 

Keuangan kepada PPK secara berkala

Pasal 15 ayat (2) PerLKPP 8/2018, Tim 

Pengawas melakukan pengawasan 

pelaksanaan Swakelola secara berkala 

sejak pelaksanaan sampai dengan 

penyerahan hasil pekerjaan

Dokumentasi
Visual

Total 49 
halaman

Jurnal Kerja

Total 7 halaman
152 entry record



HASIL SWAKELOLA TIPE I

Penyerahan hasil pekerjaan dapat

dilaksanakan setelah seluruh

pekerjaan dalam kontrak telah selesai

dilakukan 100%.

3 SOP SE Bupati 
Kutai Barat 
Pedoman 
Manajemen 
Risiko PBJ



Pembayaran Pelaksanaan Swakelola

Honorarium

Tenaga Kerja

Honorarium Panitia

Honorarium Tim 

Pelaksana Kegiatan

Uang Harian 

Perjalanan Dinas

Honorarium

Tenaga Ahli

Honorarium 

Narasumber/Pembahas,moderat

or, pembawa acara, dan panitia

Honorarium Tim Pengelola 

Teknologi Informasi/Pengelola 

Website

Uang Harian Perjalanan Dinas

Pengadaan dalam Swakelola

Peralatan/Suku 

Cadang
Harga Pasar dengan 

Analisis Kewajaran

Pengadaan Bahan/Material

Bahan / Material

Harga Pasar dengan 

Analisis Kewajaran

Pembayaran Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 7 ayat (4)  PerLKPP  08/2020 hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan 

Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana. 



1. Dinas XYZ melaksanakan swakelola penataran tenaga 
pangajar. Dalam swakelola ini diperlukan tenaga ahli dari luar 
sebagai pembicara. PA kemudian menginstruksikan agar 
dalam perencanaan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 
50% dari total keseluruhan penyelenggara dan pelaksanaan 
agar diawas oleh internal organisasi.  Dalam hal ini Dinas 
XYZ merencanakan swakelola tipe?

2. Apa saja indikator/kriteria PA/KPA menetapkan Pelaksanaan 
Pengadaan dengan menggunakan Cara Swakelola?

3. Apa yang membedakan Kontrak Swakelola dengan Kontrak 
Penyedia?

ASSESS PERFORMANCE



UNDIAN VIRTUAL DOORPRIZE

Pulsa Prabayar Rp25.00001
Pulsa Prabayar Rp50.00001
Pulsa Prabayar Rp100.00001



DISKUSI
DIPILIH SESUAI HAK PREROGATIF PEMATERI



Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020

Standar Harga Regional 

(SHR)
Pasal 2 ayat (2)
besaran tertinggi dan tidak 

dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja 

dan anggaran satuan 

perangkat daerah (RKA-

SKPD)

Pasal 3 ayat (2) Kepala Daerah 

dimungkinkan untuk menetapkan 

harga standar selain honorarium, 

perjalanan dinas dalam negeri, 

rapat atau pertemuan di dalam 

dan di luar kantor, pengadaan 

kendaraan dinas, dan 

pemeliharaan wajib yang belum 

tercantum/selain dalam Perpres 

33/2020 dengan memperhatikan 

prinsip efisiensi, efektivitas, 

kepatutan, dan kewajaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan berpedoman 

dengan Perpres 33/2020Pengaturan
Lampiran I : tandar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi 

Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Lampiran II : Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas 

Tertinggi Dalam Perencanaan dan Estimasi Dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah



SHR Honorarium Swakelola Tipe I

Honorarium Honorarium

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Perangkat UKPBJ

Honorarium Narasumber / Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan 

Panitia

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan

Honorarium PKA, Saksi Ahli, dan Beracara

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium Rohaniwan untuk Pengambilan Sumpah Jabatan

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola 

TI/Website

Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium Penulisan Butir Soal Prov/Kab/Kota

Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium TAPD

Pasal 2 ayat (2)
besaran tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 

perangkat daerah (RKA-SKPD)



SHR Honorarium Swakelola Tipe I
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan



SHR Honorarium Swakelola Tipe I
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan

Agar tidak lebih bayar, pastikan SHSBJ Prov/Kab/Kota anda 

sesuai ketentuan Perpres 33/2020



SHR Honorarium Swakelola Tipe I
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan

Agar tidak lebih bayar, pastikan SHSBJ Prov/Kab/Kota anda 

sesuai ketentuan Perpres 33/2020



SHR Honorarium Swakelola Tipe I
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan

Agar tidak lebih bayar, pastikan SHSBJ Prov/Kab/Kota anda 

sesuai ketentuan Perpres 33/2020



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe II



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe II



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe I



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe I



Contoh Besaran Maksimum Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe I Untuk 

Pemda Klasifikasi I

1 Pengarah dengan tingkat Eselon I / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 375.000,00 OB

2 Pengarah dengan tingkat Eselon II 375.000,00 OB

3 Pengarah dengan tingkat Eselon III 450.000,00 OB

4 Pengarah dengan tingkat Eselon IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional 535.714,29 OB

5 Penanggung Jawab dengan tingkat Eselon I / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 350.000,00 OB

6 Penanggung Jawab dengan tingkat Eselon II 350.000,00 OB

7 Penanggung Jawab dengan tingkat Eselon III 420.000,00 OB

8 Penanggung Jawab dengan tingkat Eselon IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional 500.000,00 OB

9 Ketua dengan tingkat Eselon I / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 325.000,00 OB

10 Ketua dengan tingkat Eselon II 325.000,00 OB

11 Ketua dengan tingkat Eselon III 390.000,00 OB

12 Ketua dengan tingkat Eselon IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional 464.285,71 OB

13 Wakil Ketua dengan tingkat Eselon I / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 300.000,00 OB

14 Wakil Ketua dengan tingkat Eselon II 300.000,00 OB

15 Wakil Ketua dengan tingkat Eselon III 360.000,00 OB

16 Wakil Ketua dengan tingkat Eselon IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional 428.571,43 OB

17 Sekretaris dengan tingkat Eselon I / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 250.000,00 OB

18 Sekretaris dengan tingkat Eselon II 250.000,00 OB

19 Sekretaris dengan tingkat Eselon III 300.000,00 OB

20 Sekretaris dengan tingkat Eselon IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional 357.142,86 OB

21 Anggota dengan tingkat Eselon I / Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati 250.000,00 OB

22 Anggota dengan tingkat Eselon II 250.000,00 OB

23 Anggota dengan tingkat Eselon III 300.000,00 OB

24 Anggota dengan tingkat Eselon IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional 357.142,86 OB



1 Ketua/Wakil Ketua dengan tingkat Eselon I / 

Dapat disamakan dengan Bupati dan Wakil 

Bupati

125.000,00 OB

2 Ketua/Wakil Ketua dengan tingkat Eselon II 125.000,00 OB

3 Ketua/Wakil Ketua dengan tingkat Eselon III 150.000,00 OB

4 Ketua/Wakil Ketua dengan tingkat Eselon 

IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional

178.571,43 OB

5 Anggota dengan tingkat Eselon I / Dapat 

disamakan dengan Bupati dan Wakil Bupati

110.000,00 OB

6 Anggota dengan tingkat Eselon II 110.000,00 OB

7 Anggota dengan tingkat Eselon III 132.000,00 OB

8 Anggota dengan tingkat Eselon 

IV/Pelaksana/Pejabat Fungsional

157.142,86 OB

Contoh Besaran Maksimum Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 
dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe I Untuk 

Pemda Klasifikasi I



❖ Honorarium Narasumber, moderator, dan pembawa acara normal (Tenaga 

Ahli Swakelola Tipe I termasuk disini).

❖ Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

❖ Biaya Konsumsi Rapat;dan

❖ Biaya Pemeliharaan. 

Berupa Batas Tertinggi 

Yang Boleh dilampaui Pada 

Pelaksanaan

LAMPIRAN II

PERPRES 33/2020

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai 

satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat 

dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang 

berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat 

dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan 

atas bukti pertanggungjawaban



Makan Minum Rapat



Jasa Kebersihan

Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat memiliki luas 
sebesar ±9000 meter persegi yang terbagi atas 3 
lantai, berapakah pagu maksimal tahun 2021 yang 
dapat dianggarkan dengan menggunakan SHR?



RAISE HAND
DIPILIH SESUAI HAK PREROGATIF PEMATERI



Jasa Kebersihan

Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat memiliki luas sebesar ±9000 meter persegi yang 
terbagi atas 3 lantai, berapakah pagu maksimal tahun 2021 yang dapat dianggarkan 
dengan menggunakan SHR?
Jawab :

Pagu Jasa Kebersihan = 9000 * Rp242.000 = Rp2.178.000.000/tahun



DISKUSI
DIPILIH SESUAI HAK PREROGATIF PEMATERI



Kesimpulan

Pengadaan
Barang/Jasa

Standar
Harga Regional

Tidak boleh dilanggar

Batas Tertinggi

Bersifat Estimasi dan digunakan 

dalam penganggaran, realisasi 

dapat melebihi dengan bukti 

pertanggungjawaban

Lampiran II

Dengan ketentuan untuk 

Swakelola tipe I ditetapkan 

Sekretaris Daerah saja

Menjadi Dasar 

Pembayaran

Digunakan dalam 

penganggaran dan realisasi

Lampiran I

Oleh SDM internal

Dilakukan 

karena sifat Swakelola yang 

tidak memungkinkan yang pada 

akhirnya mengesampingkan 

penerapan hukum (ganti 

rugi/sanksi kekayaan)

Kontrak Swakelola

Barang, Jasa Lainnya, Jasa 

Konsultansi, dan/atau 

Pekerjaan Konstruksi

Menghasilkan

Jasa Konsultansi + Jasa 

Lainnya + Pengadan Barang

(Contoh)

Dapat Terintegrasi

Swakelola 
Tipe 1



Sekian dan Terima Kasih
Semoga Bermanfaat

Sebagai faktor penunjang untuk

mencapai tujuan dari Organisasi demi 

Kesejahteraan Bangsa

Mari Jadikan Pengadaan Barang/Jasa

https://christiangamas.net/

Dokumentasi footage video : Muhammad Furkan

Swakelola Tipe I merupakan salah satu Cara Pengadaan yang dapat 

digunakan untuk mencapai Optimasi dan Pemenuhan Kebutuhan 

dengan mendayagunakan Sumber daya eksisting

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/

